BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 55 [KEP/412.013/2022

TENTANG

TIM PENANGANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

PADA DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa salah satu strategi yang mendukung arah
kebijakan RPJMN bidang kesehatan Tahun 2020 - 2024
adalah peningkatan kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
bahwa peningkatan kesehatan Ibu dan Anak merupakan
kunci utama dalam mewujudkan target issue strategis
bidang kesehatan yang meliputi stunting, Angka
Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB);
bahwa Kesehatan Ibu dan Anak merupakan indikator
utama Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
kesechatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan
urusan wajib Pemerintah Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim
Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Dinas
Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-2025;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2021;
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Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020 - 2024;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perseorangan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014
tentang Upaya Perbaikan Gizi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia
Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 61/PMK.07/2019
tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2020 - 2024;
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa
Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan
Pelayanan Kesehatan Seksual;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan
Nasional;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005 —
2025;

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor : KEP/42/M.PPN/HK/04 /2020 tentang
Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus
Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 -
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2011 tentang Perbaikan Gizi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Bojonegoro;
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Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Kesehatan Ibu dan
Anak Pada Dinas Keschatan di Kabupaten Bojonegoro.

: Tim Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Dinas

Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan
keangggotaan sebagiamana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini.

: Tim Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. memberikan arahan terhadap kinerja Perangkat Daerah
dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan
anak;

b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap
Perangkat Daerah atas kebijakan yang telah dilaksanakan
dalam hubungannya dengan penanganan kesehatan ibu
dan anak;

c. mengevaluasi pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas
pelayanan;

d. mengevaluasi kualitas dan kuantitas sumber daya
kesehatan yang menunjang penanganan kesehatan ibu dan
anak;

€. memberikan saran dan alternatif dalam penyelesaian
permasalahan; dan

f. melaporkan hasil kemajuan penanganan kesehatan ibu dan
anak kepada Bupati.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan

tugas Tim Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Dinas
Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,

Ao

Keputusan Bupati ini disampaikan ANNA MU'AWANAH
kepada:

Inspektur Kabupaten Bojonegoro

Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan

Anggota Tim Penanganan Kesehatan

yvang bersangkutan.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR  :188/55/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 24 JANUART 2022

TIM PENANGANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
PADA DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

NO JABATAN JABATAN
DALAM TIM DALAM KEDINASAN )

1 2 3

1. | Pengarah Bupati Bojonegoro.

2. | Penanggung Jawab Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.

3. | Ketua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bojonegoro.

4. | Sekretaris Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten
Bojonegoro.

5. | Anggota: a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bojonegoro; dan
b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,
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ANNA MU’AWANAH



